
BUPATINGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATINGANJUK
NOMOR22 TAHUN2021

TENTANG

RENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH
KABUPATENNGANJUKTAHUN2022

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganMengingat

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor6398);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
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9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6123);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2020;

23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan

Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah

dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022.

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten NganjukTabun 2006 Nomor 12);

34. Peraturan Daerab Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025
(LembaranDaerab Kabupaten Nganjuk Tabun 2008 Nomor
04);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8

Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2020 Nomor 8).

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN

2022.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Nganjuk.

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Nganjuk.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

ada.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh

Daerah untuk peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing daerah sesuai dengan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan

Tahunan Daerah yang berbentuk dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah,

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut

KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten

Nganjuk yang selanjutnya disebut PPAS adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah.
14.Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik

berupa personal, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam
bentuk barang dan jasa.

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasa12
RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran program

RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja
Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi

Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta
Kaidah Pelaksanaannya.
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BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal3

(1) Penetapan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah,

KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten Tahun

Anggaran 2022;

(2) Penetapan RKPD Tahun 2022 mempunyai tujuan

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

yang sinergis dan terpadu antara perencanaan

pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten.

BABIV

SISTEMATlKA

Pasal4

(1) Sistematika RKPD Tahun 2022 meliputi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum,

hubungan antar dokumen, maksud dan

tujuan serta sistematika RKPD;

GAMBARANUMUM KONDISI DAERAHb. BAB II

Memuat gambaran umum daerah

berdasarkan aspek geografis, demografis,

kesejahteraan rakyat, pelayanan umum,

daya saing dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;

c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah

dan arah kebijakan keuangan daerah;
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d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNANDAERAHTAHUN 2022

Memuat tujuan

pembangunan daerah,

dan sasaran

tahapan dan

e. BAB V

skala prioritas, prioritas pembangunan

daerah Tahun 2022 dan keterkaitan

rumusan prioritas pembangunan daerah

dengan prioritas pembangunan nasional

dalam rancangan RKP Tahun 2022;

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

Memuat kebijakan umum rencana kerja

dan pendanaan daerah dan rencana

kerja perangkat daerah dan

pendanaannya;

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Memuat capaian kinerja penyeleng-

garaan urusan pemerintahan Kabupaten

Nganjuk;

g. BAB VII: PENUTUP

h. LAMPIRAN

(2) lsi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati tnt dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 9 Agustus 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMADYASIN1 M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA UKUM

Pembina
NIP. 1966070 199202 1 001

M.Si



BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 merupakan pedoman untuk

menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

2022 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Melalui RKPD Tahun 2022 yang disusun melalui pentahapan sesuai

yang diatur dalam Permendagri Nornor 86 Tahun 2017, diharapkan dapat lebih

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengendalian, dalam jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Realisasi pelaksanaan

program kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 yang didukung dengan sikap mental,

semangat, profesionalisme aparatur dan sinergitas para stakeholder pembangunan

beserta masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

PIt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALAB HUKUM

1043


